PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
Perkara 002/PUU-1/2003 tentang Permohonan Uji Formil
Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perlu
mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1.

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas
Bumi;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4152);

3. Peraturan . ..
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Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal |
Ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436)
diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72
Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan/atau
ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal Il

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 59
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

. UMUM

Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 002/PUU-
172003 tanggal 21 Desember 2004 atas permohonan pengujian formil dan
materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi, mengakibatkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001, khususnya Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3)
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus
dilakukan perubahan atas ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal Il

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4996


http://www.djpp.depkumham.go.id

